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KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SERUYAN 

NOMOR : 0008.3.2/10/SK/DUKCAPIL-Sek/UM/II/2024    
 

TENTANG 
 

STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS 
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  

 
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  

KABUPATEN SERUYAN, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam bentuk Alur 
Proses Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas 
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil; 

 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan 
keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Seruyan 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, 
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang 
Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di 

Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4180); 

   

  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); 

 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659); 

 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817); 

 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
114)Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887; 

 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan  

 

 
 



   Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518); 

 

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2006 tentang 

Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 7 Seri A); 

   

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan        : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERUYAN TENTANG  

 STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 
 DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
 
 

KESATU  : Alur Proses Kepegawaian, Keuangan Dan Pelayanan Administrasi 
Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil; 

 

KEDUA  : Alur Proses Kepegawaian, Keuangan Dan Pelayanan Administrasi 
Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

beserta penjelasan alurnya terlampir pada lampiran Alur 

Proses Kepegawaian, Keuangan Dan Pelayanan Administrasi 
Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil; 

 

KETIGA  : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari  2024 dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan 
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

 
 
                        Ditetapkan di  : Kuala Pembuang 

                 pada Tanggal   : 02 Januari 2024     

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 


